SALINAN

BUPATI K.ARANGANYAR

PROVINSI JAWA TENGAH
' PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 93 TAHUN 2019 -
' TENTANG

KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

Meriimbang' e

Mengingat

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MA‘HA ESA

. BUPATI KARANGANYAR,

a. bahwa untuk meIaksanakan tugas sesuai kewenangan dalam

urusan permenntahan bldang pemberdayaan masyarakat dan
desa yang efektxf dan eﬁs1en perlu menyusun struktur dan tata -
kerja yang efektif; ' o

.. bahwa bcrdasarkan pertlmbangan scbagalmana dlmaksud dalam

huruf  a, perlu menetapkan Peraturan Bupati - tentang

| Kedudukan Susunan Orgamsam, .Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
~ Daerah- daerah Kabupaten Dalam ngkungan Prov1n51 Jawa
: Tengah : - : : o
. Undang-Undang Nomor S Tahun 20 14 tentang Aparatur Sipil

Negara . (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 '
. :Nomor 6,. 'I‘ambahan Lembaran Negara chubhk Indonema
~ Nomor 5494), ’ ' ' ' ‘

3. .Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan-
~ Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor

' 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesxa Nomor
o 5587] sébagaii‘hana telaﬁ béeberapa kali diubah ferakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

 Atas Undang-Undang. Nomor 23 Tahun 2014 tentang
. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republlk
Indonesia Nomor 5679), :



:f‘, 4 Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 20 16 tentang Perangkat .

Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesxa Tahun 2016 Nomor‘ L

'114 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor:v_,";'_"_'

V‘fffﬁj5887) | i R R
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016:' .

. }tentang Pcmbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten' '

e Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun
o 2016 Nomor 16). sebagalmana telah dlubah dengan Peraturanf' : :
Daerah Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun ,‘
v ".:2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah' L
- - Kabupaten | Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten

Karanganyar Tahun 20 19 Nomor 22)

_'MEMUTUSKAN PR

'.;PERATURAN BUPATI' . TENTANG = KEDUDUKAN, SUSUNAN
:f-,__ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS’ -

SIS _PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BABI | ST
KETENTUAN UMUM o

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupah ini yang d:maksud dengan N

':' | 1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyaf

, " 2 Pemermtah Daerah adalah Bupat1 sebaga1 unsur penyelenggara S
o ,pemermtahan Daerah yang memlmpm pclaksanaan urusan v

. '.pemermtahan yang menjadl kewenangan Daerah Otonom ’

~ 3.Bupati adalah Bupati Karanganyar.

4 Sekretarls Daerah adalah Sekretarls Daerah Kabupatenn' o

o :f ; . Karanganyar

>5."Dmas PemberdaYaan Masyarakat dan Desa adalah Dlnas S

_,-6'.»‘:Jabatan Fungsmnal adalah sekelompok Jabatan yang berisi. fungsx B

Pembcrdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar

rﬁldan tugas berkaltan dengan pelayanan. fungsmnal yang o

berdasarkan pada keahhan dan kcterampllan tertentu



T BABII ‘ R
KEDUDURAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

. Pasal 2

f;}"'(l) Dmas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur',:""_f

SRR Perangkat Daerah yang me]aksanakan urusan pemermtahan B

R Pemberdayaan Masyarakat dan Desa , ‘
e (2) Dmas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa d1 pxmpm oleh Kepala S

Daerah o
' ' Pasal 3

terdm darl . o
a Sekretarxat terdm darl .
L Subbaglan Percncanaan dan Keuangan, dan RN
oo Subbagxan Umum dan Kepegawalan : e
b B1dang Adrmmstram Pemenntahan Desa terd1r1 dar1

- Dlnae. Pemberdayaan MasyaraPat dan Dﬂsa yang berkedudukan d1_. o o
“ . bawah dan bertanggung Jawab kepada Bupat1 melalul Sekretans R

f(l) Susunan organ1sa51 Dmas Pemberdayaan Masyarakdt dan Desa'f S

1 SekSl Admxmstras1 Desa, Penataan Desa dan Pembmaan”

Lembaga Kemasyarakatan Desa, |
2 SCkSl Aparatur Pemeuptah Desa dan Lembaga Desa, dan

: , 3 Seksx Pengelolaan Informa31 Desa

1 Seks1 Perencanaan dan Pelaporan

2 Sek31 Penatausahaan Keuangan Desa, dan

o 3 Seksz Pengelolaan Asct Desa o

: d Bldang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdm dan

TepatGuna;

Istxadat dan

- c Bzdang Pcngelolaan x{euangan dan Aset Desa terdm dan B

1. Seksi Pemberdayaan n,konorm Masyarakat dan Teknologl"v.:,"

| 2 Sek31 Part131pas1 Masyarakat Desa dan Pelestarxan Adat-..‘,“'v o

3 Seksx Fasﬂltasx Sarana Prasarana Desa dan Kerja Sama'“"..v_v-v -

Desa

(2) Bagan Orgemsam Dmas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa}‘f.-'},"‘,‘ T
sebagalmana tercantum dalam Lamplran yang merupakan bag1an S

yang txdak terp1sahkan dar1 Peraturan Bupat1 ini. T



BAB III
TUGAS DAN F UNGSI

Baglan Kesatu

Kepala Dmas

Pasal 4

R Kepala Dlnas PemberdaYaan Masyarakat dan Desa mempunya‘1 tugas}'

~'membantu Bupatx dalam mmaksanakan umsan pemermtahan..: .

U : bldang p»mberdayaan masyarakat dan deqa ,_: o

Paoal 5

i Dalam melaksanakan tugas scbagalmana dlmakbud dalam Pasal 4 SRR

‘ ,Kepala Dmas Pemoerdayaan Masyarakat dan Desa mempunyal-_“",f o
;a perumusan kebljakan teknls d; bldang adrmmstrasx pernermtahan j
dan pemberdayaan masyarakat desa yang memadx kewenangan_j;g_

Pernermtah Daerah dan tugas perbantuan yang d1tugras.kan, S 2

o f b pelaksanaan - kebijakan : tekms di bzdang admlmstrasx;”_ R

pernermtahan dan pemberdayaan masyarakat desa yang menjad1 SR

kewenangan Pcmerlntah Daerah dan tugas perbantuan yangi

dltugaskan, A

R f.c pelaksanaan evaluasx dan pelaporan tekms di b1dang admmmtram. L

pemermtahan dan pemberdayaan rnasyarakat desa yang menjadl,:

S kewenangan Pemermtah Daerah dan tugas perbantuan yang'
. dltugaskan, B R ' '
d pelaksanaan admlnlstra81 Dmas dan

P e. pelaksanaan fungsz lam yang sesuax dengan tugas dan fungsmya

Baglan Kedua
Sekrerans

” Pasal 6

(1) Qekretarlat sebagaunana dlmaksud daxam Pasal 3 ayat (1] huruf a', co

adalah unsur pembantu Kepala Dmas , Do ‘
(2) Sekretarlat d1p1mp1n oleh ‘Sekretams berada dl baWah- 'dan :
bcrtanggung Jawab kepada Kepala Dmas o o



e

Pasa17 ST

{Sekretarls bertugas membenkan ' pelayanan Vadm'iriistratif - d1 '
Pl ‘hngkungan Dlnds S - ) v N o ‘

Paoal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaxmana d1maksud dalam Pasal 7

';_'Sekrctans mempunyai fungs1 e S e
Sa pengkoordlnasmn kegiatan, | :"   ' K C »
:"_b pengkoordmaman dan penyu‘sunan rencana dan program keqa, I
f“"",;c_:;-pembxnaan dan pembenan dukungan adm1mstras1 yang mehputx o

"ketatausahaan, , keuangan, hukum, : hubungan masyarakat '
i j-,kerumahtanggaan, kear51pan dan kepegawalan, IR

_ d pengkoordmasxan tata laksana P ' LT
e Pengkoordmasxan " dan penyusunan peraturan perundang-}.v;',,." =
T vundangan serta pelaksanaan advoka31 hukum e
ot 'pengkoordmasmn pelaksanaan sxstem pengendahan n‘ite"rh‘-l o

| :pemcrlntah (SPIP) dan pengelolaan 1nformas1 dan dokumentasx, o ‘

i ) _‘;.;g.}lpenyelenggaraan pengelolaan barang rmhk/ kekayaan daerah ,-
dan pelayanan pengadaan barang,'lasa, R R | N
| h. pelaksanaan momtormg, evaluas1 dan pelaporan sesuax dengan Lo

lingkup tugasnya; dan

o 1 pelaksanaan tugas Iam sesuau dengan tugas fungsmya B N

- Pasalg

N f:( 1) Sekretanat sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdm ._ .

darl R T A
a Subbagxan Pcrencanaan dan Keuangan, dan S

b Subbaglan Umum dan Kepegawalan

},}-  »(2) Subbaglan sebagalmana dxmaksud pada ayat (1), d1p1mpm oleh |

- seorang Kepala Subbaglan yang berada dxbawah dan bertanggung B ‘
Jawab kepada Sekretarxs RN | o | "




. Pasal 10

Kepala Subbaglan Perencanaan dan Keuangan sebagaimaha L

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

o a. menylapkan bahan penyusunan rencana Kegiatan dan Anggaran
| (RKA)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen
‘ Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Rencana Strategls,

- b menylapkan bahan Laporan Kinerja- Instansi-Pemerintah (LKjIP), .

Laporan Keterangan Pertanggung]awaban (LKPJ), Laporan :
Penyelenggraaan Pemenntah Daerah (LPPD) ’dan laporan

o sejemsnya | ‘ - - | |
c. menyusun  dan melaksanakan kebxjakan . anggaraﬁ,
perbendaharaan dan pertanggung]awaban, ‘ .
d. melaksanakan teknis pengelolaan keuangan, perbendaharaan o
- anggaran dan pertanggungjawaban keuangan; ,
e. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi perbendaharaan,
anggaran dan pertanggungjaw aban, v |
‘ melaksanakan sistem pengendahan intern pemermtah dan
g melakukan evaluasi dan pelaporan fung31 perbendaharaan,

anggaran ‘dan pertanggunglawaban, C
h. menyzapkan bahan penyusunan informasi dan kehumasan, dan

O melaksanakan pengelolaan admmlstrasx barang.

_ Pasal 11 .
P ‘Kepala Subbaglan Umum dan Kepegawaxan sebagalmana dxmaksud
" dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

a. melaksanakan pcngelolaari tata ‘us:ahav'surat-menyurat;

- b. melaksanakan pengelolaan kepégawaian;
" ¢. melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, dan
d. melaksanakan pengelolaan kearsxapan dan hubUngan masyarakat

_ Bag1an Ketlga ‘
| Bxdang Admmlstram Pemermtahan Desa -

, , Pasal 12 , , ,
- (1) B1dang Adm1mstra31 Pemermtahan Desa sebagaxrnana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b- adalah unsur pembantu Kepala -

s Dmas }




'; Pasal 13

5 'melaksanakan penylapan perumusan kebljakan, pelaksanaan‘,»"
RER j_v.-kebuakan serta evaluas1 dan pelaporan d1 bldang Admm:strasx»
S ali-f:": Pemef‘mtahan Desa o S 5 ‘ o

S Dk Pasal 14 | .
'  ,," Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dlmaksud dalam Pasal 13
' . Kepala B1dang Admxmstra& Pemermtahan Desa mempunyal fungsx

; a‘." pcnylapan bahan perumusan kebxjakan bxdang adrmmstra&
S "'-',,';'pemermtahan desa dan peranakat desa, BERTER ISR
L b peny1apan bahan pelaksanaan kebuakan bldang adm1n1stra31 -
B pemcrmtahan desa dan perangkat desa, L | -

LR pemerlntahan desa dan pcrangkat desa; dan o
" d pelaksanaan tugas lam scsua1 dcngan tugas fungsmya )

L R _ Pasal 15 S ,
‘jb“f"f(l) B1dang Adm1mstras1 Pemermtahan Desa sebagazmana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1), terdm dam T

Lcmbaga Kemasyarakatan Desa, RSN L
b Sel«.s1 Aparatur Pemermtah Desa dan Lembaga Desa, dan = .
- c Seksx Pcngelolaan Informasx Desa , o e
B ,(2») Seks1 sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), d1p1rnp1n oleh seorang o

Kepala Bldang

Pasa116 R

15 ayat (1) huruf a mempunyat tugas B i
’ ‘a. menylapkan bahan penyusunan kebgakan tekms admm1stras1
- desa, penataan desa dan lembaga kemasyarakatan desa SRR

Kepala Bxdang Admxmstra& Pemermtahan Desa b’éftugas> ——

c.‘j'b-penylapan bahan r*valuas1 dan pclaporan b1dang adnnmstrasif ci

a Sek31 Admlmstram Desa, ‘ Penataan Desa. dan Pembmaan‘

Kepala Seks1 yang berada dlbawah dan bertanggung Jawab kepadax N

> Kepala Seks1 Admlnlstra31 Desa, Penataan Desa dan Pemblnaan""
,}»,.'Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaxmana dzmaksud dalam Pasal o .




b. menylapkan bahan pembinaan admlmstram desa, penataan desa
~dan lembaga kemasyarakatan desa;" .

c. melaksanakan pembmaan administrasi desa penataan desa dan
lembaga kemasyarak atan desa; , |

d. menyiapan bahan ‘pemantauan pelaksanaan administrasi desa,
penataan desa dan lembaga kemasyarakatan d_esa; dan v

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi

~ desa, penataan desa dan pembinaan lembaga kemasyarakatan

- desa.

- ~ Pasal 17 |
| Kepala Seksi  Aparatur Pemermtah Desa ‘dan Lembaga Desa
'sebagaxmana dxmaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyar .
tugas: S :
a. menympkan bahan penyusunan. kcbuakan pembmaan dan ,
fasilitasi aparatur pemerxntah desa dan lembaga desa,
b. menylapkan bahan pembinaan dan fasilitasi aparatur perncrmtah
‘desa ddn lembaga desa, o , -
c. menyiapkan =~ bahan fasilitasi pcmilihan Kepalé | Desa,, '
pengangkatan Perangkat Desa dan peng1sxan anggota Badan |
Permusyawaratan Desa, dan }, f ‘ , , '
d. menylapkan bahan evaluasi dan pelaporan bldang pembmaan dan v
fasﬂ1ta31 aparatur pernermtah desa dan Iembaga desa. '

Pasal 18 |
Kepala Sek51 PPngelolaan Informasi Desa sebagalmana dlmaksud

. dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan penyusunan kcbuakan b1dang pengelolaan»
Informasi Pemerintah Desa (SID); - |

b. menyiapkan bahan pembmaan penyusunan dan ‘pengelolaan,

. informasi desa; dan ‘ .

c. melaksanakan fasilitasi pengelolaan data -desa dan Slstem‘
~vInformasx Desa (SID); dan.. '

d. menylapan bahan laporan dan cvaluas1 ‘bidang pcngelolaan.

informasi pemermtah desa.



Baglan Keempat
Bldang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

v | Pasal 19 L _ : .
(1) Bidang- Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa sebagaimana |
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1] huruf ¢ adalah unsur pembantu
- Kepala Dinas. ' '

. (2) Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa d1p1mpm oleh Kepala_ v L

Bldang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dlnas a
. __ Pasal 20 v
Kepala Bldang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa bertugas |

| vbmelaksanakan ‘penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan

‘kebxjakan serta evaluasi dan pelaporan di btdang keuangan dan asctv_
'desa ‘ ' ' |

~ Pasal 21 |
Dalam melaksanakan tugas sebagaxmana dxmaksud dalam Pasal 20,
'Kepala BAdang Pengclolaan Keuangan dan Aset Desa mempunyalv'
fungs1 »
a. penyiapan bahan perumusan kebuakan bidang perencanaan,
| penatausahaan dan pelaporan ‘ceuangan desa serta pengelolaan v
~ aset desa - ‘ .
b. penylapan bahan pelaksanaan kebuakan bldang Pengelo]aan
| Keuangan dan Aset Desa; - :
c penyiapan bahan evaluasi dan pe]aporan bxdang Pengelolaan
- Keunarnigan dan Aset Desa; dan . S
~ d. pelaksanaan tugas lain sesuai dcngan tugas fungsmya

N | Pasal 22
(1) Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa scbagaimana
~ dimaksud daIam Pasal 19 ayat (1), terdm darx
a. Seksi Perencanaan dan Pelaporan, ‘
b. Seksx Penatausahaan Keuangan Desa; dan

c. Seksi Pengelolaan Aset Desa. o

{2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), d1p1mpm oleh seorang
Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada
Kepala Bidang. : x



. v Pasal 23 . .
Kepala Seksi Perencanaan dan Pelaporan sebagalmana dlmaksud
i dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. menylapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan

“dan pelaporan keuangan desa;
b. meny1apkan bahan pembinaan kebljaka'l tekms perencanaan dan

pelaporan keuangan desa; _
R melaksanakan fasilitasi - teknis» perencanaan dan pelaporan

. keuangan desa; dan B -
' d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang teknis
- perencanaan dan pelaporan keuangan desa. -

Pasal 24

o Kepala Seksi Penatausahaan Keuangan Desa sebagalmana dimaksud

- 'dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b mempunyax tugas:

a. menyiapkan bahan penyusunan kebgakan teknis peIaksanaan
penatausahaan keuangan desa; - | | .

b. menyiapkan  bahan  pembinaan | teknis pelaksanaan
penatausahaan keuangan desa; | _ |

c. menyiapkan fasilitasi teknis pelaksanaan penatausahaan
keuangan desa; ‘

d. melaksanakan fasxlxtasx pembenan dana keuangan ke desa, dan

e. menyiapkan bahan = evaluasi - dan  pelaporan b1dang

~ penatausahaan keuangan desa. | -

 Pasal25 |
Kepala Seksi Pengelolaan Aset Desa sebégaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (1) huruf ¢ mempunyai tugas ‘
a. menyiapkan bahan penyusunan kebuakan tekms Pengelolaan
Aset Desa; v v : .

b. mcnyzapkan bahan pembmaan kebgakan teknls Pengelolaan Aset
Desa; 7
, melaksanakan fasﬂltas1 teknis pengelolaan aset desa;

- d. melaksanakan pemantauan tekms Pengelolaan Aset Desa,

a :

e v»mela}'sanakan koordinasi  dan fasilitasi penyelesalan}'fj{:

. permasalahan aset desa; dan - o
N N menylapan bahan Iaporan dan evaluas: tekms pengelolaan aset"_v;_,:

’ desa.




e Bagxan Kchma
| Bxdang Pemberdayaan Masyarakat Desa

_ ) Pasal 26 o _ . ,
: *(1) Bxdang Pemberdayaan Masyarakat Desa s»bagalmana dxmaksud_

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalan unsur pembantu Kepala ,
i Dmas SRR SO e e e
:‘(2) B1dang Pemberdayaan Masyarakat Dcsa d1p1mp1n oleh Kepala’j" |

L B1dang, berada d1 bawah dan bertanggung 3awab kepada Kepala o -
e ;.‘::v Dinas R : v o

H L . Pasa127 _ S

: ‘j‘:‘]","Kepala 'v B1dang Pernberdayaan Masyarakat Dééa' bértugas 3
melaksanakan penylapan perumusan kebxjakan, pelaksanaan_j,
kebljakan Serta evaluasx dan pelaporan d1 bldang Pemberdayaan

e Masyarakat Desa

s Dalam rnelaksanakan tugas sebagaxmana dxmaksud da'am Pasal 27
Kepala Bidang Pemberdayaan Masvarakat Desa mempunyal fungsx | v‘
a. penyxapan bahan p«.rumusan kebuakan bldang pemberdayaan*f . S
| _masyarakat dan lcmbaga kemasayarakatan dan adat 1st1adat desa,
Lfv'pengcmbangan teknolog1 tepat ‘guna, partxsxpam masyarakat v
| E 'j}kerjasama desa serta pengembangan sarana dan prasarana desa, ‘
,Bi.vpenwapan bahan- pelaksanaan kebuakan b1dang pemberdayaan,
o :masyarakat dan lembaga kemasayarakatan dan adat istiadat desa,”
‘ :'pengernbangan teknolog1 tepat guna partxslpas1 masyarakat .
."nf"_jvkcxjasama desa serta pengembangan sarana dan prasarana desa, - :
_ .-penylapan bahan cvalua51 dan pclaporan bldang pemberdayaan
- ?v'{‘"masyarakat dan lembaga kemasayarakatan dan adat lstxadat desa,' "
‘v":  ?f,"ﬁ‘pengembangan teknologi tepat guna, partxsxpasx masyarakat
i :_kerjasarna desa serta pengembangan sarana, dan prasarana desa, o

i dant o | D e S
T peiakéaﬁ'_aan ‘tug‘a"s‘ lain sesuai _d»evhg'a'n 'tugasvjfuﬁgsi‘nya; RNV




Pa°al 29

o (1) Bldang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagalmana dlmaksud"

dalam Pasal 26 ayat (1), terdm dar1

Guna e e . -
b SeL31 Partls1pa31 MaSyarakat' Dcsa:a'ldanj Peleétarian_' f‘AdatV
Istladat dan T e v o T

| Kepala Bldanq
Pasaj 80
f'Tepat Guna sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a'f'.'

§5f,{flvmempunyax tugas S _ , R , |
‘menylapkan bahan penyusunan kebljakan tckms pemberdayaan

B fekonorm masyarakat dan pengembangan teknolog1 tepat guna; 2

- dan pengembangan teknologi tepat guma;
".j.’melaksanakan - fasilitasi - teknis - pernberdayaan ¢k°n°,mi',s "

L masyarakat dan pengembangan teknologl tepat guna;

é.‘_"melaksanakan fasnta31 pengembangan badan usaha desa, dan

a. Seksx Pemberdayaan Ekonomt Masvarakat dan Teknolog1 Tepat' . R

- c. Seksi Fa3111taS1 Sarana Prasarana Desa dan Kerjasama Desa el
(2) Seksa scbagalrnana dimaksud pada ayat ( 1), dlplmpm oleh seorang AR
' Kepala Seksi yang bcrada dlbawah dan bertanggung jawab kepada SO

: .-".‘?‘Kepala Sek31 Pernberdayaan Ekononn Masyarakat ddn Tcknolog1 Do

. meny1apkan bahan pembinaan teknis pemberdayaan masyarakat T

d. menvlapkan bahan penyusunan pembmaan badan usahé desa, o

vf.“menyxapkan bahan cvaluam dan- pelaporan bldang admlmstrasx o

f_f.;,desa L

Pasal 3 1

7;3-’Ist1adat sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b o
:‘ fjmempunyax tugas ’ L S o

Lo ,._'masyarakat dan peiestaman adat 1st1adat S
L b men}’1apkan bahan pembmaan part:mpam m'asyarakat :{-_dar_l- '
J:":"pelestarlan adat 1st1adat PR S ' - » ,
SN rnelaksanakan fa3111ta31 partlslpa31 masyarakat dan pelestanan B

v'i,'adat Istxadat o L . -
o d.-’-’meny1apkan bahan evalua31 dan pelaporan tekms part1s1pas.1v
o masyarakat dan pelestarxan adat 1st1adat '

‘v.,,v‘_-"desa, penatadn desa dan pembmaan lembaga kemasyarakatan_x_f

iy Kepala Sekm Partlslpa31 MasYarakat Desa dan Pelnstarlan Adat S

- }ffif‘v a. menylapkan bahaﬁ penyusunan kebgakan tekms partxsxpas: R



Pasal 32

g fKepala Seks1 Fa3111ta31 Sarana Prasarana Desa dan Kerja Sama Desa I

e sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 29 ayat ( 1) huruf c mempunyal
car "‘menyiapkan bahan penyusunan kebgakan te kms bldang fas1l1ta31..
R 'sarana prasarana de:.a dan kerja sama desa, | K

b menylapkan bahan pembmaan tekms bxdang fas:htasz sarana
-:;prasarana deba dan kerga sama. desa R

sama desa dan -

C prasarana desa dan kerja sama desa Ry

Baglan Keenam -
Kelompok J abatan Fungsxonal

e ."v:pemndang-undangan SRR

L Pasa134 ‘ L v -
- (1) Kelompok Jabatan Fungs:onai terdm dan tenaga fungsmnal yangv
" terbagi daJam kelompok sesuai dengan b1dang keahhannya o

S '_c.fmelaksanakan faS111ta81 tekms sarana pfasarana desa dan kerJa o

. d. menyxapkan bahan Iaporan dan evalua& tekms fas1hta31 sarana

Kelompok Jabatan Fungsmnal dltetapkan berdasarkan peraturan ‘_ :{ o

(2) Jumlah Jabatan Fungsmnal sebagalmana d1maksud pada ayat (1),?‘}' .

dxtenmkan berdasarkan kebu*uhan dan beban kexja

ayat (2), d1atur sesual peraturan perundang—undangan ." :_ e

o o , Pabal 35 , S “
Jabatan Fungsmnal melaksanakan tugas dan bertanggung _]awab"' :
" kepada Kepala Dmas Pemberdavaan Masyarakat dan Desa melalui -

SekS1/ Subbaglan dan atau Bxdang/ Sekretarls sesual Jems dan

tugas Jabatan Fungsxonal

’.,.'(3) Jems dan Jenjang _}abatan FungSIOHal 5ebagannana d1maksud pada.:»,b’_" o |

Jen_;ang Jabatannya yang mem1l1k1 keterkaitan dengan pelaksanaan -



BABIV R
nHAKMUA SRR

Pasal 36

Kepala Dmas Pemberdayaan Masyarakat dan Dcsa menyamp a1kan :

e --lapOran has1l pelaksanaan urusan pemermtahan kepacla Bupat1

’ Pasa137

- (1) Kepala Dmas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat,-_;i}
usulan anahs1s Jabatan peta Jabatdn, anahms beban kerga, dan .

uralan tugas kepada Bupan IR

B tugas dxtetapkan oleh Bupau S

- Pasa. 38

prmsxp koordma51, Integram, dan smkromsasz

; L (2) KCpala Dmas Sckretans, Kepala B1dang, , Kepaia Sek31 dan

(2) Anahsxs Jabatan, peta Jabatan, ana11s1s beban kerja, dan uralan - :

| (1) Kepala Dmas, .Sekretarls Kepala Bldang, Kepala ‘Seksi dan "
' Kepala Subbagxan dalam meiaksanakan tugas menerapkan"’ '

Kepala Subbaglan melaksanakan tugas menerapkan pr1n51p'} "

’ perencana'm, pengorgamsaman pemantauan, evaluas1 dan'* -

pelaporan

| (3) Kepala: Badan, Sekretans Kepala Bldang, Kepala Sek31 dan:‘;f S

pemermtah

Pasal 39

" '  (1) Kepala Dmas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertanggung‘., o
Jawab mem1mp1n, - mengoordmasxkan dan B emberlkan'vf -

pengarahan terhadap pelaksanaan tugas bawahan

- undangan

Kepala Subbagxan melaksanakan s1stern pengendahan mtern:"v}' D

".f',(2) Kepala Dmas Pemberdayaa*l Masyarakat dan Desa mu,laksakan S
pengawasan tugas bawahan dan mengambﬂ 1angkah~1angkahv:';f
yang dlperlukan sesual dengan ketentuan peraturan perundang- .




Pasal 40

8

P _’Kepala Dinaé Pemberdayaan : Masyarakat dan “vDe'saf,"waj'ib

L ;.menyarnpmkan laporan berkala tepat pada waktunya o

B Pasa1 41

:"Dalam melaksanakan tugas d1 w11ayah Kepala Dmas Pemberdayaan» S

2 Masyarakat dan Desa Wajlb melakukan koordmasx dengan Camat o

BAB V R
KET ENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

’ aPada saat Peraturan Bupatl ml mulal berlaku maka pejabat yang:’ S

‘ada tetap mendudukl Jabatannya dan melaksanakan tugasnya

3 sampa1 dengan d1tetapkannya pejabat yang baru berdasarkan' o

S Peraturan Bupat1 1n1

, BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

i Pada saat Peraturan Bupatl ini mulau ber}aku, Peraturan Bupatlv .

Ixaranganyar Nornor 105 Tahun 2016 tentang Ked.ldukan, Struktur‘:‘i,” R

ST ._ﬂIOrgamsam,vTugas Fung51 dan Tata Kerja Dmas Pemberdayaan e

N ':*Masyarakat dan Desa Kabupatﬁn Karanganyar (Berita - Daerah_’v o

':.}Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 105), dlcabut dan"”' -

dmyatakan tldak berlaku




-

A P— 4 o g e e e

. Pasal 43 .
Peraturan Bupat1 1n1 mulai berlaku pada tanggal dlundangkan

}Agar f‘set1ap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan ‘Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

‘ Kabupaten Karangayar -

Dxtetapkan d1 Karanganyar
 pada tanggal 10 Desember 2019
BUPATI KARANGANYAR,

ttd
JULIYATMONO

Diuhdahgkan di Karénganyar

' pada tanggal 10 Desember 2019 , .
‘ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 93

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKBE’I‘ ARIAT DAERAH

@BP m@mmmmm
&
/{j ».. x,

an Hukum,

MWﬁ%%H%%%1%9



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI

- NOMOR 93 TAHUN 2019 -

" KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN '

TENTANG - o
TUGAS DAN

. rvMASYARAKAT DAN DESA

' BAGAN SUSUNAN ORGANISASI v
~ DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KARANGANYAR

—

. Subbagian Perencanaan dan
Keuangan

Bidang Administrasi Pemenntahan

_ Seksi Aparatur Pemerintah Desa

- Desa

: Bldang Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan
. Teknolagi Tepat Guna

. KEPALA
SEKRETARIAT
JABATAN FUNGSIONAL :
Sub Bagian Umum dan .
Kepegawaian
1 1
Bidang Pengelolaan Keuangan dan
Desa - Aset Desa
|
Seksi Administrasi Desa, Penataan Desa - Seksi Perencanaan dan Pelaporan
- dan Pembinaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa
. Seksi Penatausahaan Keuangan .
dan Lembaga Desa - Desa

Seksi Partisipasi Masyarakat Desa

Seksi Pengelolaan In.fonnasiv Desa

Seksi Pengelolaan Aset Desa

- UPT

. dan Pelestarian Adat Istiadat

Seksi Fasilitasi Sarana Prasarana
Desa dan Kerjasama Desa

BUPATI KARANGANYAR,
ttd

JULIYATMONO




